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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengenaan 
pajak penjualanatas barang mewah kendaraan bermotor roda dua terhadap daya beli 
konsumen. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah 
konsumen kendaraan bermotor roda dua yang berada di wilayah kota Palembang yang 
bertempat di SAMSAT dan menggunakan purpossive sampling untuk menentukan sampel 
penelitian. Sampel yang diuji adalah konsumen kendaraan bermotor roda dua di 
beberapa club yang berada di kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
positif signifikan variabel PPnBM terhadap daya beli konsumen. Hasil koefisien 
determinasi sebesar 0,086, berarti kemampuan variabel independen menjelaskan 
variabel dependen 8,6% sedangkan sisanya 91,4%.    
 
Kata kunci: PPnBM dan DayaBeli 
 
 
Abstract 
 This study aims to determine the effect of the imposition of sales tax on luxury 
goods two-wheeled motor vehicles on the purchasing power of consumers. This research 
is descriptive qualitative. Population of this study was two-wheel motor vehicles in the 
city of Palembang and use purpossive sampling to determine sample. Sample was two-
wheeled motor vehicle consumer in some club in the city of Palembang. The analysis 
technique used is a simple regression analysis. the results showed that there were 
significant positive effect of variable sales tax on luxury goods to the consumer 
purchasing power. the coefficient of determination of 0,086 meaning the ability of the 
independent variables explained the dependent variable of 8,6% while the remaining 
91,4% 
 
Keyword: Sales Tax and Consumer Purchasing Power. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
ajak secara umum diartikan sebagai iuran atau pungutan peralihan kekayaan dari 
pihak rakyat untuk membiayai pengeluran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk 
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 
Menurut Resmi (2011, h.1). 
P 
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Sehingga dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak dan dalam 
mengendalikan pola fikir konsumsi masyaraka yang tidak produktif dari masyarakat. 
Sebagaimana diatur dalam undang-undang PPN dan PPnB merupakan sebagai 
pendapatan pajak atas konsumsi. Namun berbeda dengan PPN yang setiap produksi dan 
distribusinya hanya dikenakan pada setiap mata rantainya. Sedangkan PPnBM yang 
dikenakan pada satu kali saja pada saat mengimpor. Seperti yang kita ketahui berita 
dimedia-media contohnya masa terkait pemikiran atas pengenaan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM) atas beberapa jenis barang. Yang pertama adalah pemikiran 
untuk mengenakan PPnBM atas impor mobil-mobil mewah seperti Lamborghini, Ferrari, 
atau merk-merk semcamnnya. Pemikiran yang kedua yaitu untuk mengenakan PPnBM 
atas impor telepon seluler pintar. 
Penulisan ini dibuat agar kita dapat untuk mengetahui dan menekankan pentingnya 
memahami kebijakan dalam maksud dan tujuan dibuatnya suatu peraturan perundangan-
undangan, terutama dalam konteks peraturan-peraturan yang terkait dengan PPnBM. 
Disini akan dibahas contoh aturan yang menggunakan PPnBM sebagai instrument 
utamanya baik yang kelihatannya sudah pas maupun yang nampaknya kurang sesuai 
dengan maksud diterapkannya PPnBM di Indonesia. 
Namun demikian, orang berpenghasilan rendah menanggung beban pajak yang lebih 
besar bila besarnya PPN dibandingkan dengan penghasilannya. Nah, untuk 
mengimbanginya, dikenakanlah PPnBM atas barang-barang tertentu yang pada umumnya 
dikonsumsi oleh kalangan berpenghasilan tinggi. Akhirnya dampak regresif PPN bisa 
dikurangi dengan pengenaan PPnBM. 
Alasan berikutnya faktanya kenaikan penerimaan PPnBM yang berasal dari PPnBM 
dalam negeri maupun PPnBM impor ini ditopang oleh pertumbuhan penjualan mobil 
yang tinggi. Hal ini dikarenakan komponen utama penerimaan PPnBM, sekitar 86 
persennya, berasal dari PPnB mobil mewah. 
Faktanya membuktikan bahwa fungsi regulerend dalam mengaktifkan aspek 
keadilan pemerintah. Untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang belum 
berhasil pemerintah membebankan pajak dengan melalui PPnBM. Pemerintah mengambil 
kebijakan yang biasa dan lekat dengan kepentingan bisnis pengusaha-pengusaha otomotif 
raksasa milik asing. Dampak kenaikan ini mulai dirasakan para distributor resmi mobil-
mobil mewah. 
Dengan demikian penulis akan merumuskan dalam skripsi yang berjudul. 
“Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor 
Roda Dua Terhadap Daya Beli Konsumen di Kota Palembang”. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruh pengenaan PPnBM  kendaraan bermotor 
roda dua terhadap daya beli konsumen ? 
Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut : Pengaruh pengenaan PPnBM atas 
kendaraan roda dua terhadap daya beli konsumen. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pajak 
Menurut Resmi (2011, h.1) ”pajak secara luas bisa dijelaksan sebagai iuran 
atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui masyarakat berdasarkan 
Undang-Undang yang berlaku dan hasil yang digunakan agar pembiayaan 
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pengeluran umum pemerintah demi pembiayaan pengeluaran umum 
pemerintah dengan tanpa balas jasa dan ditunjuk secara langsung agar dapat 
berfungsi mensejahterahkan masyarakat ”. 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Menurut Resmi (2011, h.3) ciri-ciri yang melekat pada pengertian 
pajak dari berbagai definisi menjelaskan minimal ada dua tujuan atau fungsi 
yaitu : 
a. Fungsi Budgeter ( Sumber Keuangan Negara) 
  Pajak yang mempunyai fungsi budgeter yaitu, pajak ialah salah satunya 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang secara 
rutin maupun pembangunan secara berkala. Sebagai sumber keuangan 
negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya 
untuk kas Negara supaya dapat meningkatkan otonomi daaerah yang baik. 
Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 
pemungutan pajak melalui penyempurnaan berbagai jenis pajak seperti 
Pajak Pertambahan Nilai ( PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), dan lain-lainnya. 
b. Fungsi Regulerend/Fungsi Mengatur 
Dengan fungsi regulerend maka artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 
serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 
2.1.3 Ciri-ciri Pajak 
Menurut Resmi (2011, h.2) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut : 
a.  Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan peraturan Undang-Undang 
yang mengatur serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan. 
b.  Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah tersebut. 
c.  Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 
d.  Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 
public investment. 
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan budgeter yaitu   untuk mengatur. 
f. Pajak adalah pencarian kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah. 
g.  Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 
pemerintah yang berwenang. 
h.  Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 
pemerintah. 
2.1.4 Jenis Pajak 
Jenis pajak menurut Resmi (2011, h.7) dapat dijadikan menjadi 
beberapa jenis berdasarkan tiga jenis, pertama jenis pajak menurut 
golongannya, kedua jenis pajak menurut sifat, dan yang ketiga jenis pajak 
menurut lembaga pemungutnya. Dari jenis pajak ini dapat di jelaskan sebagai 
berikut dibawah ini : 
1.  Jenis pajak menurut golongan dibedakan menjadi dua  golongan yaitu 
adalah sebagai berikut : 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul  sendiri oleh wajib 
pajak secara langsung dan tidak dapat dibebankan atau digantikan 
kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PP). 
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b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebanka atau digantikan kepada orang lain tidak secara langsung. 
Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
2. Jenis pajak menurut sifanya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu 
adalah sebagai berikut : 
a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan suatu 
keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 
memperhatikan keadaan subjeknya secara langsung. Contohnya Pajak 
Penghasilan (PP). 
b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan 
objeknya secara langsung yang dituju baik berupa benda, keadaan, 
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya keadaan membayar pajak 
tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak maupun tempat 
tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua golongan 
yaitu adalah sebagai berikut : 
a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah iuran pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara secara umumnya dan langsung. Contohnya  PPN, PPH dan 
PPnBM serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
BPHTB dan PBB menjadi pajak daerah. 
b.  Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 
daerah  tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai pemerintah atau 
rumah tangga daerah masing masing. Contoh Pajak Kendaraan 
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerengan Jalan, 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 
Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Perkotaan, Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan Pajak menurut Resmi (2011, h.11) bahwa dalam 
memungut pajak dikenal bebarapa sistem pemungutan pajak, diantaranya 
adalah : 
a. Official Assesment System 
Official Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi 
kewenangan pegawai perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak 
yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-
Undang perpajakan yang berlaku. Inisiatif dan kegiatan menghitung serta 
memungut pajak sepenuhnya berada ditangan pegawai perpajakan. Dengan 
demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 
tergantung pada aparatur perpajakan ( perenanan yang mencolok ada pada 
pegawai perpajakan). 
b. Self Assessment System 
Self Assessment System adalah system suatu pemungutan  pajak  yang 
memberi kewenangan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak 
yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
perpajakan yang berlaku. Inisiatif dan kegiatan menghitung serta 
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pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Pajak mampu 
menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang 
berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti 
pentingnya membayar pajak itu sendiri. Dengan demikian berhasil atau 
tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib 
pajak sendiri. 
c. With Holding System 
With Holding System ialah system suatu  pemungutan pajak yang memberi 
kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. 
Berdasarkan penejlasan system pemungutan pajak diatas dapat disimpulkan 
bahwa sistem pemungutan pajak dapat memeberikan wewenang kepada 
wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah 
pajak yang terutang dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan 
perpajakan. 
2.1.6 Hukum Pajak 
Menurut  Resmi (2011, h.4) “hukum pajak secara luas ialah hukum 
yang bersifat terbuka dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan 
hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan 
sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang 
kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 
menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara.” 
2.1.7 Teori Pemungutan Pajak 
   Menurut Resmi (2011, h.5-6) terdapat beberapa teori yang 
menejelaskan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori 
tersebut antara lain adalah : 
a. Teori Asuransi 
Negara melindungi  jiwa supaya terselamatkan harta benda, dan hak-
hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 
perlindungan hidup tersebut. 
b. Teori Kepentingan 
Pembagian iuran pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
misalnya untuk melindungi masing masing orang, semakin besar 
kepentingan seorang terhadap negara, maka makin tinggi iuran pajak yang 
harus dibayar. 
c. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya untuk dipikul, 
artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 
Untuk mengukur daya pikul . 
d. Teori Bakti 
Teori ini berdasarkan iuran pajak terletak pada hubungan rakyat dapat 
negaranya secara langsung. Sebagai warga negara yang baik, rakyat harus 
selalu menyadari bahwa pembayaran pajak ialah sebagai suatu kewajiban. 
e. Teori Asas Daya Beli 
Teori asas daya beli ini terkait dengan pada akibat pemungutan pajak. 
Maksudnya untuk memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga 
masyarakat untuk rumah tangga negara. Sehingga negara akan 
menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 
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kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh 
masyarakat lebih dipertamakan. 
2.1.8 Timbulnya Utang Pajak 
Menurut Resmi (2011, h.12) timbulnya utang pajak memiliki peran 
yang sangat penting karena bersama pembayaran pajak, memasukkan surat 
keberatan, menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa, 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan dan menentukan besarnya denda maupun sanksi 
administrasi lainnya. 
2.1.9 Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
  Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan 
atas barang mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang 
tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau 
mengimpor barang dalam kegiatan yang dikerjakannya. Berdasarkan pasal 5 
ayat (1) undang – undang PPN, pajak atas penjualan barang mewah dikenakan 
terhadap: 
1. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh 
pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di 
dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 
2. Impor barang pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPnBM 
tidak dikenakan pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan 
(pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP mewah. PPnBM 
tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang 
memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP mewah pada saat melakukan 
penyerahan atau penjualan BKP mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor 
BKP mewah dilunasi oleh impor BKP mewah dilunasi oleh importer 
berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 impor.  
2.1.10 Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM  
1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang 
berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.  
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang 
tergolong mewah.  
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil dan tradisional. 
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan Negara.  
2.1.11 Pengertian BKP  Mewah  
1. Bahwa barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok.  
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 
berpenghasilan tinggi. 
4. Barang tersebut di konsumsi untuk menunjukan status. 
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak  kesehatan dan moral masyarakat, 
serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman  beralkohol. 
2.1.12 Pengetian Tarif BKP Mewah 
Berdasarkan Pasal 8 Undang – undang PPN, ditentukan: 
1. Tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah paling rendah adalah 
10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 
2. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak 
dengan tarif 0% (nol persen) 
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3. Dengan peraturan pemerintah ditetapkan kelompok barang kena pajak 
penjualan yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas 
barang mewah. 
4. Jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang kena pajak yang 
tergolong mewah ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.  
2.1.13 Karakteristik PPnBM 
Yang menjadi karakteristik PPnbm adalah sebagai berikut : 
a. PPnBM merupakan pungutan tambahan BKP mewah selain PPN. 
b. PPnBM tidak dapat di kreditkan sehingga di landasi sebagai biaya. 
c. Dalam hal BKP mewah diekspor, maka PPnBM yang harus pada saat 
perolehan dapat diminta kembali. 
d. PPnBM hanya dikenakan sekali seperti pada saat impor atau pada saat 
penyerahan BKP pabrikan. 
2.1.14 Objek PPnBM 
Yang menjadi objek PPnBM ialah : 
a. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan 
oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong 
mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau 
pekerjaannya. 
b. Impor pajak kena tergolong mewah. 
2.1.15 Mekanisme PPnBM  
Mekanisme PPnBM sebagaimana di atur dalam Pasal 5, Pasal 8 dan 
Pasal 10 dalam Undang-Undang PPN, yang secara garis besar adalah 
a. Atas impor dan penyerahan BKP yang tergolong Mewah oleh PKP yang 
menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut disamping dikenakan 
PPN juga dikenakan PPnBM. 
b. PPnBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada waktu impor atau pada waktu 
menyerahkan BKP yang tergolong mewah tersebut oleh pabrikan. 
c. PPnBM tidak dapat dikreditkan baik terhadap PPN maupun terhadap 
PPnBM 
d. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPnBM 
yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang 
diekspor. 
e. Tarif PPnBM yang berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 berkisar 
10% sampai 35% dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 
diubahdiubah menjadi setinggi-tingginya 50% dan dengan Undang-Undang 
No.18 Tahun 2000 diubah lagi menjadi 75%. 
2.1.16 Tarif PPnBM 
Tarif penjualan atas barang mewah (PPnBM), dengan peraturan 
pemerintah, dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tariff, yaitu 
tariff paling rendah sebesar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. 
Tariff PPnBM dikelompokan menjadi :  
1. Kelompok selain kendaraan bermotor 
2. Kelompok berupa kendaraan bermotor 
2.1.17 Daya Beli 
Daya beli (Purchasing Power) merupakan kemampuan seseorang 
dalammengkonsumsi suatu produk. Daya beli antara satu orang dengan 
oranglainnya pastilah berbeda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa 
faktor,seperti dilihat dari status orang tersebut, pekerjaan, penghasilan, 
dansebagainya. 
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2.2 Kerangka pemikiran  
 
        
 
       
         Sumber: Penulis, 2015 
              Keterangan 
                                    =  Berpengaruh secara parsial 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 
Menurut Sugiyono (2014, h.36) terdapat beberapa jenis metode penelitian 
antara lain metode penelitian kuantitatif dan Penelitian kualitatif. Metode 
pendekatan kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 
angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah 
pengembangan naratif yang berbentuk kata, skema dan gambaran. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah konsumen yang dikenakan 
pajak dalam memakai kendaraan roda dua di kota Palembang. 
 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah club motor gede yang ada dikota 
Palembang yang jumlahnya 72 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
mengggunakan metode purposive sampling dan didapatlah 4 club motor gede. 
 
3.4 Teknik Analisis Data 
Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, 
Uji Reliabilitas, Uji hipotesis yang terdiri dari analisis koefisien determinasi (R2), 
Uji Statistik T serta Analisis Regresi Linier Sederhana. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Uji Normalitas 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (X) Terhadap Daya Beli Konsumen 
(Y). 
        Tabel 1  Metode Kolmogorov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardize
d Residual 
N 72 
Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah 
(PPnBM) 
 (X) 
 
Daya Beli 
(Y) 
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Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 3.65685205 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .094 
Positive .094 
Negative -.057 
Test Statistic .094 
Asymp. Sig. (2-tailed) .193c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
Sumber: Data Primer yang Diolah  
Berdasarkan hasil uji Kolomogorov, apabila nilai Asymp Sig (2-tailed) 
bernilai lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dapat dikatakan normal. Pada tabel 
4.1 menunjukan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) pada Unstandardized Residual 
memperoleh nilai sebesar 0,193. Hal ini membuktikan bahwa nilai residual pada 
penelitian ini adalah normal. 
 
 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2015 
Dari gambar diatas, terlihat titik  titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti 
garis diagonal. Ini menandakan bahwa nilai residual telah secara normal. 
 
4.2 Uji Heterokedastisitas 
 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2015 
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas X terhadap Y 
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Dari hasil output dapat diketahui bahwa titik-titik membentuk pola yang jelas 
dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. jadi dapat 
dikatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah 
heterokedastisitas. 
                              
4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
                        Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .293a .086 .073 3.683 
a. Predictors: (Constant), Total_X 
b. Dependent Variable: Total_Y 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2015 
 
 Pada tabel diatas, dinyatakan bahwa variasi yang terjadi pada variabel 
Y (Daya Beli Konsumen) adalah sebesar 8,6% ditentukan oleh Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah karena peneliti hanya membahas 1 variabel 
dari beberapa variabel yang ada. 
                                          
4.4 Uji Hipotesis (Uji T) 
Tabel 3 Uji Hipotesis (Uji T) 
               Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.100 4.026  5.241 .000 
Total_X .328 .128 .293 2.564 .013 
a. Dependent Variable: Total_Y 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2015 
 
Dari data diatas, terlihat bahwa t hitung yang didapatkan yaitu 2,564 
dengan t tabel 1,994. Itu berarti, nilai t hitung yang di peroleh lebih  kurang 
dari nilai t tabel yang di tentukan dengan rumus jumlah sampel dikurangi 
dengan jumlah variabel indenpenden lalu dikurangi dengan 1 (n-k-1), 2,564 > 
1,994. Dan hasil signifikansi dari pajak penjualan atas barang mewah 
kendaraan bermotor roda dua yaitu 0,013. Ini berarti bahwa nilai signifikansi 
dari PPnBM kendaraan bermotor roda dua kurang dari 0,05. Dari hasil 
tersebut dapat dikatakan bahwa PPnBm kendaraan bermotor roda dua 
berpengaruh terhadap daya beli konsumen dikota Palembang. 
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4. KESIMPULAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari adanya pajak penjualan atas 
barang mewah kendaraan bermotor roda dua terhadap daya beli konsumen di kota 
Palembang. Penelitian ini di ambil sampel dari sebagian club motor yang termasuk dalam 
pajak barang mewah sebanyak 72 sampel. Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan 
1. Hasil uji regresi sederhana ditemukan variabel PPnBM  kendaraan bermotor roda dua 
di kota Palembang berpengaruh signifikan terhadap daya beli.  
2. Hasil uji parsial sebesar  0,013 ini berarti bahwa nilai signifikansi dari PPnBM 
kendaraan bermotor roda dua kurang dari 0,05 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil dari penelitian  pengaruh pajak penjualan atas barang mewah 
kendaraan bermotor roda dua terhadap daya beli konsumen, maka peneliti memberikan 
saran untuk penelitian selanjutnya kedepan 
a. Berdasarkan penelitian ini menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya dapat 
menambahkan variabel penelitian. 
b. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada sulitnyanya mencari responden 
sehingga dibutuhkan lebih banyak pengetahuan dan teman-teman dalam 
pengambilan data yang akan diambil. 
c. Penilitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah periode penelitian. 
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